SEKTOR JASA KEUANGAN TERJAGA
STABIL DI TENGAH KETIDAKPASTIAN

GEOPOLITIK GLOBAL

“Stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) tetap terjaga di tengah
melemahnya perekonomian global dan peningkatan tensi
geopolitik di Timur Tengah”

PERKEMBANGAN INDIKATOR PEREKONOMIAN

_Global _
O

Lembaga-lembaga internasional kembali
menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi
global untuk tahun 2025 dan 2026. World Bank
dan OECD menilai bahwa ketidakpastian
perkembangan geopolitik, masih membayangi
prospek pemulihan ekonomi ke depan.

Ketidakpastian perdagangan antara Amerika
Serikat dan Tiongkok sedikit menurun setelah
tercapainya kerangka kesepakatan dagang
antara kedua negara.

» Perekonomian domestik masih
menunjukkan resiliensi di tengah
tekanan global.

level 2,37% (yoy).

+ Laju inflasi terus menurun, dengan
inflasi inti tercatat termoderasi ke

Tensi geopolitik kembali meningkat terutama di
kawasan Timur Tengah. Tekanan terhadap pasar
keuangan dan harga minyak mereda setelah
gencatan senjata Israel dan Iran diberlakukan.

Indikator ekonomi global menunjukkan tren
moderasi dan sebagian besar di bawah
ekspektasi. Hal ini mendorong kebijakan Fiskal
dan moneter global yang lebih akomodatif.

©

» Neraca perdagangan pada Mei 2025 kembali
mencatatkan surplus cukup besar setelah sempat
mengalami tekanan pada bulan sebelumnya.

Di AS, meski outlook pertumbuhan ekonomi
diturunkan, The Federal Reserve (The Fed) masih
belum menurunkan suku bunga dan
mempertahankan suku bunga acuan (FFR) di
kisaran 4,25-4,50%, menunggu kejelasan
kebijakan tarif dan dampaknya terhadap inflasi.

PERKEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN
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JASA KEUANGAN, EDUKASI, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN (PEPK)
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Arah Kebijakan OJK

Dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan (SJK) dan meningkatkan peran SJK bagi pertumbuhan ekonomi nasional, OJK menempuh
langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

Kebijakan Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

OJK mencermati dan melakukan asesmen berkala terhnadap perkembangan kondisi geopolitik global yang berpotensi meningkatan volatilitas pasar
keuangan dan kinerja debitur sektor riil yang memiliki eksposur terhnadap risiko terkait. Di samping itu, OJK juga meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk
terus melakukan asesmen atas perkembangan terkini dan melakukan asesmen lanjutan sehingga diharapkan mampu mengambil langkah antisipatif
untuk memitigasi potensi peningkatan risiko.

Kebijakan Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (SJK) serta Infrastruktur Pasar

A. Menetapkan atau menerbitkan beberapa ketentuan,

* SEOJK Nomor 8/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi BPR dan BPRS sebagai pedoman pelaksana POJK Nomor 9 Tahun
2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan BPRS.

* SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi BPR dan BPRS sebagai pedoman pelaksana POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan BPRS.

* SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum sebagai tindak lanjut penerbitan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

* SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah, yang merupakan ketentuan pelaksanaan atas
POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPR Syariah, serta POJK Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola
Syariah bagi BPR Syariah.

* SEOJK Nomor 10/SEOJK.04/2025 tentang Penyampaian Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan
Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, sebagai tindak lanjut POJK Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau
Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.

* SEOJK Nomor 11/SEOJK.05/2025 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun sebagai tindak lanjut POJK Nomor 21 Tahun 2024 tentang Laporan Berkala
Dana Pensiun.

* SEOJK Nomor 12/SEOJK.05/2025 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta
Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun sebagai tindak lanjut POJK Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pengembangan
Kualitas Sumber Daya Manusia Bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun Serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian,
Penjaminan dan Dana Pensiun.

* SEOJK Nomor 13/SEOJK.05/2025 tentang Laporan Berkala Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilaian
Kerugian Asuransi sebagai tindak lanjut POJK Nomor 22 Tahun 2024 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian.

B. Dalam tahap finalisasi beberapa ketentuan:

 RPOJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta Penilaian Kembali bagi Pihak Utama di Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan serta Aset Keuangan
Digital dan Aset Kripto.

* RSEOJK Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
(APU, PPT, PPSPM) Bagi Pedagang Aset Keuangan Digital, sebagai peraturan pelaksanaan dari POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan APU, PPT, dan
PPSPM di Sektor Jasa Keuangan.

C. Dalam tahap penyusunan beberapa ketentuan:

* RPOJK tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) sebagai ketentuan lanjutan atas terbitnya POJK
Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.

* RPOJK tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Manajer Investasi (MI). Aturan ini merevisi Peraturan Bapepam-LK Nomor V.A.3 tentang Perizinan
Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi.

* RPOJK tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara
Pedagang Efek, yang mencabut POJK Nomor 20/POJK.04/2016.

* RSEOJK tentang Tarif Premi Asuransi Harta Benda dan Kendaraan Bermotor sebagai penyempurnaan ketentuan tarif premi yang berlaku saat ini.

» RSEOJK tentang Unit Usaha Penjaminan (UUP) sebagai amanat POJK Nomor 36 Tahun 2024 bagi Perusahaan Asuransi yang menjalankan kegiatan
penjaminan berdasarkan penugasan Pemerintanh.

e RSEOJK tentang Laporan Penerapan Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagai ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi PVML.

D. OJK akan menyusun POJK tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan sebagai tindak lanjut Rapat Kerja Komisi XI DPR-RI dengan OJK, sehingga
ketentuan dalam Surat Edaran OJK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan (SEOJK Nomor 7 Tahun 2025) yang
sedianya efektif berlaku 1 Januari 2026, ditunda penerapannya dan akan diatur kembali dalam POJK yang akan disusun.

E. Sebagai tindak lanjut POJK Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan PIKK, OJK sedang memproses perizinan dalam rangka
penetapan kelembagaan PIKK

F. OJK telah melakukan sosialisasi pelaporan penerapan Strategi Anti-Fraud (SAF) sesuai POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi
Anti-Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan kepada Bank Umum serta BPR dan BPRS dengan Modal Inti minimal Rp50 miliar.

G. OJK menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) pada tanggal 24 Juni 2025. Rapat bertujuan untuk memperkuat
sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan strategis sektor kesehatan, termasuk penguatan sistem
pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

H. OJK telah meluncurkan Database Agen dan Database Polis Asuransi pada tanggal 30 Juni 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat infrastruktur
data dan tata kelola industri asuransi nasional serta meningkatkan legalitas dan profesionalisme agen melalui sistem registrasi digital terintegrasi via
aplikasi SPRINT, yang terhubung dengan asosiasi dan identitas digital berbentuk QR code.

. Dalam rangka memperkuat manajemen risiko industri Pinjaman Daring (Pindar), OJK telah:
* Meminta industri untuk memperketat prinsip repayment capacity dan electronic Know Your Customer (e-KYC) sebagai dasar pemberian pendanaan;

* Menetapkan bahwa mulai tanggal 31 Juli 2025, Penyelenggara Pindar wajib menjadi pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagaimana
diatur dalam POJK Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2017 mengenai Pelaporan dan Permintaan
Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

J. Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan digital masyarakat serta membangun solusi inovatif guna menciptakan ekosistem keuangan digital

» Pada tanggal 28 Mei 2025, OJK kembali menyelenggarakan Digital Financial Literacy (DFL) di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Papua
Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat, risiko, serta produk dan layanan keuangan digital
termasuk aset kripto.

e Pada tanggal 5 Juni 2025, OJK bersama Bank Indonesia melaksanakan Kick-off kegiatan kompetisi Hackathon OJK-BI Tahun 2025, yang akan
diselenggarakan sejak Juni hingga September 2025, dengan tema besar “Empowering the Future: Innovating Digital Services and Financial Solutions
for Inclusive Growth and Resilient Economy”. Dalam kegiatan ini, OJK mengusung tema utama Risk Management & Consumer Protection, dengan sub
tema Smart contract audit dan On-chain analysis. Adapun kompetisi Hackathon OJK-BI Tahun 2025 terbuka bagi peserta umum dengan dua
kategori yaitu profesional dan mahasiswa.
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Arah Kebijakan OJK

K. Sehubungan dengan RPOJK tentang Akses Pembiayaan UMKM yang telah dikonsultasikan dengan DPR, OJK telah menyosialisasikan kepada
kementerian dan lembaga, Bank Indonesia, pimpinan lembaga jasa keuangan dan asosiasi lembaga jasa keuangan sehingga diharapkan dapat
memperkuat arah kebijakan pengembangan UMKM secara terstruktur, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas dengan mewajibkan bank dan LKNB
untuk menyediakan skema pembiayaan yang inklusif, efisien, dan terjangkau bagi UMKM.

L. Terkait dengan penanganan perjudian daring dan kejahatan keuangan lainnya, Bank telah diminta untuk meningkatkan upaya penanganan perjudian
daring dan kejahatan keuangan lainnya secara lebih intensif antara lain memantau rekening dormant agar tidak digunakan untuk kejahatan
keuangan dan meningkatkan efektivitas perbankan dalam menangani jual beli rekening, melaporkan sebagai Laporan Transaksi Keuangan
Mencurigakan (LTKM) kepada PPATK atas penggunaan rekening oleh terduga pelaku kejahatan, menganalisis aliran dana dan cyber patrol atas
penyalahgunaan rekening dan logo masing-masing bank di dunia maya.

M.Dalam menghadapi meningkatnya risiko insiden siber yang mengancam stabilitas sektor keuangan, OJK memperkuat pengaturan teknologi informasi
di sektor perbankan dan akan membentuk satuan tugas (task force) penanganan insiden siber untuk memastikan respons yang lebih terkoordinasi,
cepat, dan efektif. OJK juga mengimbau seluruh pelaku industri jasa keuangan untuk meningkatkan ketahanan siber dan memperkuat koordinasi
dengan regulator guna menjaga integritas dan keamanan sistem keuangan nasional.

Pengembangan dan Penguatan SJK Syariah

A. Sebagai tindak lanjut Pasal 9 POJK Nomor 11 Tahun 2023, 41 perusahaan telah menyampaikan perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah
(RKPUS), dimana 29 perusahaan menyatakan akan melakukan spin-off unit syariah dengan mendirikan perusahaan baru dan 12 perusahaan akan
mengalihkan portofolio kepada perusahaan lain. Pada tahun 2025 direncanakan 18 perusahaan akan melakukan spin off unit syariah dengan
mendirikan perusahaan baru dan 8 perusahaan mengalihkan portofolio kepada perusahaan lain. Sejak bulan Mei 2025, terdapat 1 unit usaha syariah
yang sedang memulai proses spin off dengan pendirian perusahaan baru.

B. Terus melakukan penguatan kolaborasi dan aliansi strategis pengembangan keuangan syariah, termasuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan
syariah, antara lain:

e Penyusunan RSEOJK tentang Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang merupakan panduan pelaksanaan atas POJK Nomor 9 Tahun 2024
tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS dan POJK Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset BPRS.

* Berkolaborasi dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menyelenggarakan kegiatan School of Syariah (SOS) pada 19 Juni 2025
berupa training of trainers kepada penyuluh agama dan Pra-ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (Pra-EPIKS) kepada Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) di Provinsi Lampung. Kegiatan Pra-EPIKS akan ditindaklanjuti dengan upaya pembukaan akses keuangan syariah pada BUMDes guna
memfasilitasi layanan keuangan syariah bagi masyarakat desa.

 Terus berupaya mengembangkan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui aliansi strategis salah satunya melalui Kelompok Kerja Literasi dan
Inklusi Keuangan Syariah (POKJA LIKS) yang dibentuk untuk memberikan rekomendasi/masukan terhadap strategi pengembangan literasi dan
inklusi keuangan syarianh.

» Sebagai tindak lanjut kolaborasi implementasi program Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (SICANTIKS) antara OJK dengan
PT Permodalan Nasional Madani yang telah dimulai sejak kegiatan SICANTIKS di Palembang pada tanggal 17 Mei 2025 lalu, akan dilaksanakan
rangkaian webinar edukasi SICANTIKS untuk menjangkau pendamping UMKM Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) di seluruh
wilayah Indonesia.

Penguatan Tata Kelola OJK

A. Dalam rangka penguatan integritas dan tata kelola yang baik di sektor jasa keuangan, OJK memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari
BPK Rl atas Laporan Keuangan OJK Tahun 2024. OJK berkomitmen untuk terus melakukan penguatan tata kelola, integritas, dan akuntabilitas secara
konsisten dan berkelanjutan.

B. Sebagai bagian dari penguatan tata kelola internal, OJK telah melaksanakan Kick-off persiapan penerapan Internal Control Over Financial Reporting
(ICoFR) di OJK untuk memastikan penerapan ICoFR di OJK berjalan secara efektif dan optimal pada seluruh tahapan sehingga dapat
diimplementasikan penuh pada akhir tahun 2025.

C. OJK senantiasa meningkatkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat tata kelola dan integritas sektor jasa keuangan
(SJK) secara berkelanjutan, antara lain melalui:

» Forum diskusi Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025 bersama KPK, BPS, dan BPJS Kesehatan pada 3 Juni 2025, sebagai sarana berdiskusi untuk
memperkaya penerapan praktik terbaik budaya integritas secara berkesinambungan dalam rangka menindaklanjuti hasil SPI OJK tahun 2024.

» Student Integrity Campaign (In Camp) di Universitas Lambung Mangkurat pada 16 Juni 2025 yang diikuti lebih dari 800 civitas akademika untuk
menanamkan nilai-nilai integritas pada generasi muda melalui pendekatan yang inklusif.

* Governansi Insight Forum bertema “Bersama OJK Membangun Sektor Jasa Keuangan Berintegritas” di Banjarmasin pada 17 Juni 2025, menghadirkan
narasumber dari KPK, BPK, Kementerian Keuangan, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Forum ini juga menekankan pentmgnyo penerapan POJK
Nomor 12 Tahun 2024 tentong Strategi Anti-Fraud Lembaga Jasa Keuangan.

D. OJK menekankan pentingnya menjaga keandalan laporan keuangan serta mendorong pemanfaatan teknologi dan pengawasan yang memperhatikan
aspek budaya untuk meningkatkan deteksi dan pencegahan fraud di SUK dalam forum The International Conference on Technology, Management, and
Sustainability (ICTMS) 2025. Selain itu, OJK juga mendorong penanaman nilai integritas sejak dini serta memperluas jangkauan kampanye integritas
kepada pelajar iIndonesia di luar negeri.

E. Dalam acara Gathering Akuntan Publik IAPI pada 21 Juni 2025, OJK menekankan peran penting akuntan publik dalam menjaga kualitas laporan
keuangan, antara lain melalui kepatuhan dalam penerapan POJK Nomor 9 Tahun 2023 yang mengatur pembatasan masa penugasan, kewajiban
pelaporan temuan signifikan ke OJK, dan independensi akuntan publik serta POJK Nomor 30 Tahun 2023 terkait pengungkapan Hal Audit Utama.

Secara keseluruhan, kegiatan governansi yang diselenggarakan OJK hingga Juni 2025 telah menjangkau 14.251 peserta baik dari internal OJK maupun
stakeholders eksternal OJK. Melalui kegiatan governansi ini diharapkan dapat meningkatkan penguatan tata kelola di OJK dan di Sektor Jasa Keuangan.

Penegakan Ketentuan di SUK dan Perkembangan Penyidikan

Perkembangan fungsi Penyidikan sampai dengan 30 Juni 2025:

149 123 perkara PBKN 20 perkara PPDP

Perkara Selesai 5 perkara PMDK 1 perkara PVML

127 ]15 Inkracht 11kososi

Putusan Pengadilan 1 banding

Penyidik OJK telah menuntaskan penanganan perkara dan melakukan pelimpahan kepada Kejaksaan Negeri tempat kejadian perkara terhadap
setidaknya 5 debitur perbankan. Pengenaan debitur dalam tindak pidana perbankan merupakan perluasan atas subyek hukum perbankan di
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Penegakan hukum pidana merupakan langkah
terakhir dalam hal tindakan pengawasan administratif tidak efektif (ultimum remedium). Hal ini merupakan salah satu komitmen OJK dalam penegakan
hukum terhadap pihak pelaku tindak pidana di sektor jasa keuangan, sehingga diharapkan semakin meningkatkan integritas sektor keuangan, guna
mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan yang seimbang dengan upaya pelindungan terhadap kepentingan nasabah.

Sumber: Siaran Pers OJK Nomor SP 99/GKPB/OJK/VII/2025 @ www.ojk.go.id Xojkindonesia @ official.ojk @ Otoritas Jasa Keuangan ¢ojk_indonesia <&, Kontak OJK 157
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